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ABSTRAK

Belakangan ini sering terjadi permasalahan mengenai perjanjian kerja, yang
mana dalam perjanjian kerja terdapat klausul yang membebankan pihak pekerja
seperti menahan ijazah pekerja selama kontrak kerja berlangsung. Ini terjadi karena
jumlah pencari kerja tidak..sebanding dengan«lapangan. pekerjaan kemudian
ditambah jumilah kebutuhan hidup semakin meningkat, kepanikan tersebut yang
membuat para pencari kerja akhirnya memutuskan untuk menerima pekerjaan yang
ditawarkan dalam bentuk apapun asal yang bersangkutan mendapatkan pekerjaan.
Hal ini bisa dipahami dikarenakan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan dan “Kitab Undang-undang Hukom. Perdata memang secara
eksplisit tidak mengatur terkait praktik penahanan ijazah pekerja.

Permasalahannya bagaimana pelaksanaan tentang penahanan ijazah pekerja
oleh pengusaha pada PT.Garuda Ekspress Nusantara? Bagaimana penyelesaian
penahanan ijazah pekerja oleh pengusaha pada PT.Garuda Ekspress Nusantara
sebagai jaminan kerja?

Metode penelitian adalah observasional research yaitu dengan cara survey
atau meninjau langsung ke lokasi penelitian dengan mengunakan alat pengumpulan
data yaitu wawancara dan kuesioner. Sedangkan sifatnya adalah bersifat deskriptif,
yaitu penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan
sistematis tentang permasalahan- pokok penelitian.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tentang penahanan
ijazah pekerja sebagai jaminan kerja di PT.Garuda Ekspress Nusantara belum
berjalan dengan "baik dan maksimal. Karena adanya kendala yang dihadapi
menyebabkan anatar perusahaan dan pekerja menyelesaikan secara bertahap
sebagaimana mestinya.” Untuk: mengatasi permasalahan ini, disarankan untuk
memahami dan melaksanakan kewajiban sesual dengan apa yang tertulis dalam
perjanjian kerja mengenai pengembalian ijazah setelah berakhirnya perjanjian kerja
dan tidak terpaksa dalam menandatangi sebuah perjanjian kerja.

Kata Kunci: Perjanjian Kerja, Jaminan Kerja dan ljazah
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ABSTRACT

Lately, there are often problems regarding work agreements, where in the
work agreement there is a clause that imposes a burden on the worker, such as
withholding a worker'sidiploma for the duration of thewaork contract. This happens
because the number of job seekers.is.not proportional to the job field and then the
number of necessities of life is increasing, the panic that makes job.seekers finally
decide to accept the job offered in any form as long as the person concerned gets a
job. This can be understood because ;law, Number 13 of 2003 concerning
Manpower and the Civil Code-do not explicitly regulate the practice of withholding
workers' certificates.

The problem is how is the implementation of the detention of workers'
diplomas by employers at PT. Garuda Ekspress Nusantara? How is the completion
of the detention of a worker's diploma by an entrepreneur at PT. Garuda Ekspress
Nusantara as a guarantee of work?

The research method is observational research, namely by means of surveys
or direct visits to the research location using data collection tools, namely
interviews and questionnaires. Meanwhile, its nature is descriptive, that is, research
that is intended to provide a detailed, clear and systematic deseription of the main
research problems.

The results of the study can’ be concluded that the implementation of the
detention of workers' diplomas as job security at PT. Garuda Ekspress Nusantara
has not been running well and optimally. Due to the obstacles faced, the company
and workers have to complete it gradually as it should.. To overcome this problem,
it is advisable to understand and carry out obligations in accordance with what is
written in the work agreement.regarding the return of diplomas after the expiration
of the work agreement and not'to be forced to sign a work agreement.

Keywords: Work Agreement, Job Guarantee and Diploma
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A. Latar Belakang Masa

BAB 1

PENDAHULUAN

kan secara
ong semakin
banyak pe h ta al Ini berdampak
positif untuk an ekonc : 3 : pelaksanaan
hal ini para
pekerja yan

Dinas tenaga k t _+ ol fie u ang sangat penting

untuk memativas . ; 5 a mencari kerja di

sebagaimana hasil pencatatan ole Pusat Statistik (BPS) (2013) bahwa
jumlah pencari kerja di Kota Pekanbaru sebanyak 29.394 jiwa. Hal ini
mengindikasikan bahwa jumlah pengangguran sangat tinggi, dimana hal ini dapat

menimbulkan kerawanan sosial seperti meningkatnya tindak kriminalitas dan

berbagai persoalan sosial lainnya.*

IRiauni, Margeretha. “Peran Dinas Tenaga Kerja dalam Penempatan Tenaga Kerja Lokal di Kota
Pekanbaru Tahun 2012-2013. ”Jom FISIP Vol. 1 No. 2, 2014.



Sebagaimana diatur dalam UUD NKRI Tahun 1945 bahwasannya “Tujuan
membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia adalah melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia.”

Dalam pembukaan UUD. 1945 terdapat beberapa poin penting yang meliputi
kemanusiaan, sosial, ekonomi, hukum dan perdamaian di dunia Internasional, hal
tersebut wajib dijaga dan dikembangkan berdasarkan tujuan dan pembangunan
nasional. Pelaksanaan pembangunan nasional bertujuan guna membangun
masyarakat Indonesia secara utuh dan menyeluruh agar terwujudnya bangsa yang
sejahtera, adil, dan makmur yang didasarkan pada Pancasila dan' UUD 1945.

Dalam menyelenggarakan pembangunan nasional diperlukan adanya peranan
dari tenaga kerja sebab yang. bersangkutan merupakan pelaku dan tujuan dari
pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, perlu adanya program pemberdayaan dan
pengembangan ketenagakerjaan untuk mengoptimalkan kualitas dari SDM yang
akan bekerja, selain“itu juga perlu adanya optimalisasi perlindungan bagi para
pekerja dan keluarganya berdasarkan harkat.dan martabatnya sebagai manusia.?

Kebiasaan adalah tindakan seseorang yang dilakukan secara kontinyu dan
berkesinambungan, apabila satu kebiasaannya sesuai dengan nilai-nilai masyarakat
maka tidak akan adanya pertentangan dan akan dilakukan secara berulang, dan

apabila perbuatan tersebut tidak sesuai dengan tatanan dan nilai-nilai masyarakat

2Agustina Pratiwi, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja yang ljazahnya Ditahan oleh
Perusahaan”. Jurnal Advokasi Vol. 6, No. 2, 2017, him. 160.



maka dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran hukum, dimana hal tersebut akan
menjadi sebuah kebiasaan yang dinilai sebagai hukum.?

Perkembangan dalam dunia bisnis di Indonesia semakin berkembang dengan
pesat dan juga memiliki daya persaingan yang-kuat. Maka dari itu untuk mencapai
suatu goals di dalam perkembangan dan daya saing tersebut, suatu perusahaan akan
mampu mendapatkan sebuah keuntungan kemudian memberikan pelayanan kepada
stakeholders semaksimal mungkin dengan cara mengurangi biaya produksinya.
Dan dukungan yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut tentunya dari berbagai
faktor, diantara lainnya ialah sumber daya manusia, teknologi, dan keterampilan.
Tujuan utama dari suatu perusahaan ialah sumber daya manusia yang memiliki
kualitas dan kuantitasnya, agar suatu perusahaan dapat mencapai keberhasilannya
sesuai dengan targetnya perusahaan. Dan kewajiban utama dari sebuah perusahaan
ialah memperhatikan atau /memenuhi hak dan, kebutuhan disetiap pegawainya
sehingga akan menghasilkan kinerja pegawai yang meningkat.

Pernyataan Carrel dkk. yang dikutip oleh Yuniarsih dan Suwatno (2013)
menyebutkan bahwasannya terdapat beberapa tujuan.dari pelatihan diantaranya:

a. Mengoptimalkan kualitas skill dan keahlian;
b. Mengupgrade skill para tenaga kerja;

c. Mengganti sistem manajerial yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan
dunia kerja dengan system manajerial yang lebih baik;

d. Memecahkan permasalahan keorganisasian;
e. Melatih pegawai yang naik pangkat dan pengelolaan suksesi kepemimpinan;

f. Mengadakan pelatihan bagi pegawai baru sebagai pengenalan;

3 Asikin, H. Zainal, et. al. “Dasar-Dasar Hukum Perburuhan”, Rajagrafindo Persada, Jakarta,
2008.
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g. Memenuhi kebutuhan pegawai. *

Strategi pembinaan pelatihan bertujuan untuk mempersiapkan para pekerja

agar lebih siap untuk nghadapi tuntutan pekerjaa al ini perlu dilaksanakan

signifikan dan
5 meningkatkan

kompetitornya.

yang mumpuni dal gnya. Ha ilakukan Dal tujuannya agar

sukses dalam 'menge ) aan harus mempunyai

berkelanjutan.

Dengan adanya peningkatan kualitas pekerja oleh perusahaan, maka
pengusaha memiliki standar tertentu yaitu berupa perjanjian kerja bersama seperti
kontrak yang berisi mengenai penalty ataupun penitipan ijazah yang dapat

membebani pekerja. Permasalahan yang terjadi mengenai perjanjian kerja antara

4 Yuniarsih, Tjutju Dan Suwatno. 2013. “Manajemen Sumber Daya Manusia . Bandung. Alfabeta.
>Akbar Juara.Vol. 2 No. 3 Edisi Agustus 2017 (71-83)
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pengusaha dan pekerja, dimana hal ini sering merugikan pihak pekerja seperti

menitipkan ijazah aslinya untuk jaminan dari pihak kedua terhadap pihak pertama

dalam menjalankan pekerjaannya selama kontrak berlangsung, perjanjian ini sangat

pengetahu
lapangan pe yang terdapat
dalam kon emiliki alasan

sudah disepa : ak ke ilang amanya pegawai

bekerja.t

menegakkan dan memulihkan berbagai hak keperdataan subjek hukumnya, dengan

demikian, perlindungan hukum adalah cara penegakkan dan pemulihan hak

keperdataan subjek hukumnya.?

¢ Nadila Rachma Dini. “Analisis Yuridis terhadap Penahanann Ijazah Pekerja Oleh Pengusaha
dalam Hunungan kerja dalam Persepektif Hak Asasi Manusia”. Hal-2-3.

’Erwin, Muhamad, “Filsafat Hukum : Refleksi Kritis terhadap Hukum ”, Rajawali Pers, Jakarta,
2013.

8 Natsir Asnawi, “Perlindungan Hukum Kontrak Dalam Perspektif Hukum Kontrak
Kontemporer ”. Jurnal Masalah Hukum. Vol. 1, No. 46, him. 60.
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Perlindungan bagi tenaga kerja ditujukan guna menjamin hak-hak dasarnya
dan menegakkan kesamaan peluang dalam mendapatkan pekerjaan, selain itu

menghilangkan tindakan diskriminasi dalam bentuk apapun guna merealisasikan

bangan dan kemajuan

.5%‘

ketentuan-ketentuan terkait hubungan kerja, dalam hal ini hak dan kewajiban baik
tenaga kerja maupun pengusaha. Berdasarkan pernyataan lain mengenai pengertian

perjanjian kerja adalah perjanjian yang terjadi diantara pihak pemberi kerja dengan

“Hardijan Rusli, “Hukum Ketenagakerjaan 2003 ”, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hal . 9



pihak pekerja, yang berkaitan dengan seluruh persyaratan, hak dan kewajiban dari
masing-masing pihak harus terpenuhi.*

“Penyelenggaraan pembangunan ketenagakerjaan berasaskan keterpaduan
dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah” (Pasal 3 UU
No. 3 Tahun 2003). Dalam Pasal 4 UU No. 13 Tahun 2003 bahwa tujuan dari
pembangunan ketenagakerjaan yaitu:

1. “Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan
manusiawi;

2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang

sesual dengan

Kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;

4. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan
kesejahteraan;

5. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.”*

w

Dalam UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bahwa “Hubungan
kerja adalah hubungan antara.pengusaha denganipekerja berdasarkan perjanjian
kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah’.*?

Perjanjian kerja menjadi sarana untuk melakukan pekerjaan seperti yang
tertulis pada Pasal 1601 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP). Di dalam
perjanjian kerja termuat kesepakatan yang berupa beberapa persyaratan serta hak
dan kewajiban dari pihak pengusaha dengan pihak pekerja. Adanya perjanjian kerja
tersebut maka hubungan kerja antara kedua belah pihak memiliki kekuatan hukum,
sehingga pihak pekerja mulai mengerjakan sesuai dengan yang dikehendaki oleh

pihak pemberi kerja.

Ridwan Halim dkk, 1987, “Sari Hukum Perburuhan Aktual ”, Pradnya Paramita, Jakarta hal. 29.
HAsri Wijayanti, “Hukum Ketenagkerjaan Pasca Reformasi 7, Jakarta: Sinar Grafika, 2014) hal. 7.
12¢pasal 1 Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”.
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Sebagaimana syarat sah perjanjian yang umum digunakan dengan
memperhatikan ketetapan dalam Pasal 1320 KUHP yaitu ada kesepakatan untuk

saling mengikatkan diri antar satu sama lainnya, sepakat mereka untuk yang

yang bersa

Hal tersebu

iddsa
=
v

’

o
L/
'0

membuat perjanjian kerja harus disusun secara jelas dengan menggunakan kata dan
bahasa yang mudah dipahami oleh kedua pihak, agar terhindar dari multitafsir,

sehingga dikemudian hari tidak merugikan salah satu pihak, sebab kontraknya

13Uwiyono, Siti Hajati Hoesin, Widodo Suryandono dan Melania Kiswandari,
“Asas-asas Hukum Perburuhan ”(Jakarta: Rajawali Press, 2014) him. 55.
14“pasal 1338 Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata”.

153alim, H.S, “Hukum Kontrak “(Jakarta: Sinar Grafika, 2014) him. 11.
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berasaskan pactasuntservanda, yang berarti perjanjian sebagai undang-undang
yang sah bagi kedua pihak.

Kebiasaan merupakan dasar hukum bagi pihak-pihak yang menjalin

Dala

perlindung

guna menjé

menyatakan

banyak terjadi yaitu perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja yang
merugikan pihak pekerja, salah satu yang sering terjadi yakni penahanan ijazah oleh
pihak pemberi kerja yang dilakukan selama berlangsungnya perjanjian kerja. Hal

ini terjadi dikarenakan jumlah pencari kerja dan jumlah lapangan kerja sangat tidak

®Hernoko, Agus Yudha, “Hukum Perkanjian Asas Proporsionalitas Dalam KontrakKomersial ”,
Kencana, Jakarta, 2010.

17Khakim, Abdul, “Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia ”, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2014.
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sebanding, selain itu juga biaya kehidupan yang semakin naik. Hal ini membuat
sebagian orang mau menerima berbagai syarat perjanjian kerja yang ditawarkan

oleh pemberi kerja, meskipun syarat tersebut sangat merugikan pihak pencari kerja.

pengetahuan terkait undang-undang ketenagakerjaan yang memuat kepastian
hukum, yang bisa dibuktikan dengan adanya konsep pengaturan dan kontrak kerja

serta jaminan kerja.

BAgustina Ni Ade Darma Pratiwi, “Perlindungan Hukum terhadap Pekerja yang ljazahnya
ditahan oleh Perusahaan”,Jurnal Advokasi FH UNMAS, Vol 6, No 2 2016.

10



ljazah sering kali digunakan oleh perusahaan sebagai jaminan atas pekerja
dalam menjalankan kewajibannya. Penahanan ijazah ini dilakukan sesuai perjanjian
yang disepakati antara pemberi kerja dengan pekerja. Adapun ijazah yang ditahan
tersebut merupakan ijazah asli.. Adanya penahanan ijazah_ini melalui proses
pemindahan hak ijazah dari pekerja kepada pengusaha sesuai prosedur yang berlaku
pada perjanjian kerja tersebut. Bengan adanyapenahanan ijazah ini ditujukan guna
menjamin pekerja untuk bekerja kepada pengusaha, sehingga pihak pekerja tidak
mudah untuk pemutusan kontrak atau berhenti bekerja dan berpindah tempat kerja.
Menurut Subekti, sebuah perjanjian adalah proses. kesepakatan yang disepakati
antara 2 pihak untuk saling berjanji dalam melaksanakan suatu hal, dimana
perjanjian ini bersifat mengikat antara satu sama lainnya.*

Mengenai praktik penahanan ijazah asli milik pekerja masih dilakukan oleh
perusahaan. Sebagai contoh/kasus penahanan 1jazah asli pekerja yang terjadi pada
perusahaan dibidang perbankan, kuliner, ekspedisi hingga distributor and dealer.
Perusahaan menilai bahwa kontrak kerja tidak cukup kuat untuk menjamin kinerja
pekerja.

Berdasarkan realitanya, tidak sedikit dari pekerja tersebut kinerjanya kurang
produktif dan tidak disiplin, maka dari itu salah satu alternatif atau jaminannya yaitu
dengan melakukan penahanan ijazah asli dari pekerja.

Hal ini diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja dari para pekerja tersebut.

Salah satu perusahaan yang menerapkan penahanan ijazah yaitu PT.Garuda

PHarianto, Aries, 2016, “Hukum Ketenagakerjaan; Makna Kesusilaan dalam Perjanjian Kerja”,
LakshangPressindo, Yogyakarta.
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Ekspress Nusantara. Contoh kasus ialah ketidaktepatan waktu dalam pengembalian
ijazah pekerja oleh pihak PT.Garuda Ekspress Nusantara yang mengakibatkan

pekerja menjadi pengangguran dalam kurung waktu 1 bulan atau 2 bulan.

pekerja se(

perusahaan

kepada peke

Berlandaskan uraian tersebut, maka penulis mengangkat judul “Tinjauan
Tentang Penahanan ljazah Pekerja Oleh Pengusaha Pada PT.Garuda

Ekspress Nusantara Sebagai Jaminan Kerja”.

20 Khairani, “Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing Ditinjau dari konsep Hubungan Ketja
antara Pekerja dengan Pemberi Kerja”, Rajawali pers, Jakarta, 2016.
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B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan tentang Penahanan ljazah Pekerja oleh Pengusaha

pada PT.Garuda Ekspress Nusantara sebagai Jaminan Kerja?

2. nta enahar "ﬂ. 2kerja oleh Pengusaha
C. Tujuan
Adapun t
1 eh Pengusaha
rjanjian Kerja
2 oleh Pengusaha

ljazah Pekerja sebagai Jamina a serta Penyelesaian atas Penahanan
ljazah sebagai Jaminan Kerja tersebut sesuai dengan aturan yang digunakan
dan berlaku.

2. Studi ini menjadi persyaratan bagi penulis guna menempuh penyelesaian
pendidikan strata satu dan untuk meraih gelar sarjana hukum, serta
diharapkannya menjadi koreksi karangan ilmiah bagi mahasiswa/i di fakultas

hukum yang berminat dalam kajian materi yang sama.

13
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D. Tinjauan Pustaka

a) Penelitian Terdahulu

Dalam studi ini juga menggunakan beberapa sumber referensi dari

sebelumnya banyak dari pegawainya berhenti bekerja sebelum berakhir
masa kontrak kerjanya. Kontrak kerja yang terjalin antara pihak
swalayan dengan pegawai dalam hukum Islam dinamakan dengan
ijarah al-a’mal dengan akad fasid sebab sudah meliputi seluruh
persyaratan dan rukun perjanjian, akan tetapai masih ada beberapa

persyaratan akad yang tidak dipenuhi. Oleh karena itu, ijazah menjadi

14
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jaminan pada suatu perjanjian kerja tidak membuat adanya

kemaslahatan, keseimbangan, keadilan serta amanah. Dapat dinyatakan

bahwa apabila didasarkan hokum perjanjian antara kedua pihak tersebut

menjamin kualitas kinerja dari pegawai, dimana kedua pihaknya sama-

sama sepakat atas penahanan ijazah tersebut. Perlindungan hukum dari

ZSantiaji, “Penahanan ljazah Sebagai Jaminan Kontrak bagi Karyawan Studi Kasus Swalayan
Palma Jaya di Cilacap Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, Fakultas Syari’ah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
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Disnaker trans Kab. Purworejo bersifat preventif dan perlindungannya

belum optimal.?

c) Hasil studidari Anggasta yang berjudul “Pertanggungjawaban Hukum

adanya permasalahan sehingga perlu adanya solusi konkrit salah
satunya dengan adanya perundang-undangan yang mengaturnya.

Dalam Hukum Jaminan dinyatakan bahwasannya surat berharga tidak

22Rihardi, “Perlindungan Hukum bagi Pekerja yang di Tahan ljazahnya oleh Perusahaan Studi
Kasus pada Perusahaan Toko Laris di Jalan KHA. Dahlan Kabupaten Purworejo”, Program
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas GadjahMada, 2015.

BAnggasta, “Pertanggungjawaban Hukum dari Perusahaan yang Menghilangkan Ijazah Mantan
Pekerja”, Fakultas Hukum UniversitasAtmajaya Yogyakarta, 2017.
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boleh digunakan sebagai jaminan sebab tidak bernilai ekomonis
berbeda dengan surat tanah, surat saham, dan obligasi yang memiliki

nilai. Adapun ijazah ini dikategorikan surat berharga namun tidak

b)

etenagakerjaan,

pasal 1 ayat (15) disebutkan “Hubungan kerja adalah hubungan antara
pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang
mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.” Hubungan kerja ini

berkaitan dengan bekerja yang artinya ada aktivitas-aktivitas yang

24Pytra dan Irsyam “Tinjauan Yuridis Penahanan ljazah Sebagai Jaminan Dalam Hubungan
Kerja”Jurnal llmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Yos Soedarso Surabaya, 2020.
25 Imam, Soepomo, 1990, “Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja”, Djambatan, Jakarta.
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menggunakan tenaga maupun pikiran, dimana pekerja akan melakukan
pekerjaan atau kebiasaan secara berulang-ulang sesuai yang diperintahkan
oleh pihak pemberi kerja dan sesuai dengan kesepakatannya.?

Penahanan ijazah pegawai adalah-satu wujud-dari asas kebebasan
berkontrak. Kebebasan berkontak ini sudah banyak diterapkan oleh banyak
negara dan diakui secarasistem-hukum, dimana hal tersebut dapat menjamin
keleluasaan dan ketinggian dalam kegiatan industri usaha. Kebebasan
berkontrak ini mencakup kebebasan dalam menentukan bentuk, jenis, dan isi
perjanjiannya sehingga tidak tergerus oleh zaman. Prinsip tersebut terasa bias
sinar Hak Asasi Manusia yang senantiasa mengutamakan harkat dan martabat
manusia selaku makhluk sosial.?

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa perjanjian melibatkan dua atau
lebih pihak yang saling.menyepakati dan, mengikatkan diri dalam sebuah
perjanjian. Hal ini juga berlaku dalam perjanjian Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan. Didalamnya tersebut, pihak-pihak yang saling
terikat pada perjanjian kerja adalah pemberi kerja dan tenaga kerja. Pasal 1
Angka 3 mendefinisikan pekerja‘sebagai “Setiap orang yang bekerja dengan
menerima upah atau imbalan dalam bentuk sedangkan pemberi kerja”
berdasarkan Pasal 1 Angka 4 adalah “Orang perseorangan, pengusaha, badan
hukum, atau badan-badan lainnya, yang mempekerjakan tenaga kerja dengan

membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.” Berdasarkan ketentuan

28] anny Ramli, “Hukum Ketenagakerjaan ”, Air Langga UniversityPress, Surabaya, 2008.
Isnaeni, H. Moch., 2013, “Perkembangan Hukum Perdata Di Indonesia ”, LaksbangGrafiika,
Yogyakarta.
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tersebut ditunjukkan bahwa setidaknya ada 2 komponen yang tercakup dalam

perjanjian kerja, yaitu pekerjaan dan gaji.?®

Pekerjaan merupakan aktivitas tertentu yang dilakukan secara kontinyu

iy disay yejepe il udwnyo(]
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pekerja apabila dilandaskan pada perjanjian kerja sebagaimana yang
ditentukan pada Pasal 50 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

serta berdasarkan UU ini, maka suatu perjanjian kerja dapat dilakukan secara

28 Jimmy Joses Sembiring, “Hak dan Kewajiban Pekerja berdasarkan peraturan terbaru ”, Hal
170.

ZAbdul R. Saliman, “Hukum Bisnis untuk PerusahaanTeori dan Contoh Kasus “(Jakarta:
Prenadamedia, 2016), him. 39.
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tertulis dan secara lisan. Perjanjian kerja adalah tahapan awal untuk mengikat

antara pengusaha dengan pekerja, adapun untuk menilai keabsahan perjanjian

dapat merujuk pada Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003

pekerjaan. Adapun ijazah yang digunakan adalah ijazah asli dari pekerja yang
menjadi jaminan kontrak kerja antara pengusaha dengan tenaga kerja.

Adapun beberapa hal yang diatur pada perjanjian kerja yang
sebagaimana ditentukan pada Pasal 54, yakni:3!

a.  “Nama, Alamat Perusahaan, dan Jenis Usaha;

30UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 52 Ayat (1)
31UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 54
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Nama, Jenis Kelamin, Umur, dan Alamat pekerja;

Jabatan atau Jenis pekerjaan;

Tempat pekerjaan;

Besarnya upah dan cara pembayarannya;

Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan
pekerja

D OO0 T

Mulai berlak ja;

h‘“‘\‘ﬂq‘k b'..
(
n 2

In 2003 mengenai

angan para pihak

‘e*

a terdiri atas

daan, bernilai ekonomis, dan bisa

benda jaminan harus be

dialihkan. Namun, jika ketiga hal tersebut dihubungkan dengan ijazah tidak
ada kaitannya sama sekali, sebab ijazah merupakan benda yang tidak bisa
dipindah alihkan dan tidak bernilai ekonomis. Pada dasarnya, ijazah berfungsi
sebagai salah satu persyaratan yang terlampir untuk menunjukkan benar telah

menyelesaikan pendidikan sesuai dengan yang disebutkannya.

21



Diberlakukannya jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) vyaitu
bertujuan guna melindungi keselamatan dan hak-hak pekerja dan keluarganya
agar terhindar dari tindakan yang dapat merugikan yang bersangkutan atau
tidak sesuairdengan perjanjian. Dengan-adanya Jamsostek ini diharapkan
mampu memberikan keamanan dan ketenangan bagi pekerja, adapun sebagai
timbal-baliknya para pekerja ‘tefsebut shias mengoptimalkan kinerja dan
produktivitasnya.®

Program Jamsostek di indonesia sebenarnya telah dilaksanakan sejak
awal kemerdekaan. Sebagaimana dalam UU No. 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan, harusnya telah diatur terkait tindakan penahanan ijazah
berbagai perusahaan di Indonesia. Seharusnya, fjazah tidak dijadikan sebagai
syarat ataupun jaminan sebab ijazah ini bersifat kebendaan yang tidak bias
dipindah alihkan danstidak bernilai ekonomis, hal ini“ditakutnya adanya
penyalahgunaan atau keteledoran dari pihak perusahaan atas ijazah pekerja
yang dapat menimbulkan kerugian bagi pekerja. Hal ini dikarenakan ijazah
bernilai penting dan personal bagi setiap individu yang telah menamatkan
jenjang pendidikan, selain.itu ijazah.umumnya digunakan sebagai syarat
untuk melamar pekerjaan. Dan pada tahun 1980 hingga sekarang dalam
pembuatan paspor harus menyertakan ijazah.

Pada Pasal 38 ayat (2) dinyatakan bahwa “Setiap orang berhak dengan

bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat

32 PT Jamsostek, “Perlindungan Bagi Tenaga Kerja Menuju Masa Depan Sejahtera: 20 Tahun PT
Jamsostek”, PT Jamsostek, Jakarta

3https:// www.cermati.com/artikel/amp/ijazah-anda-hilang-tenang-ini-cara-mengurusnya,

di akses 31 Desember 2017 Pukul 18.23
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ketenagakerjaan yang adil.”** Adanya penahanan ijazah ini menyebabkan
pekerja tidak bias memakai ijazahnya guna mendapatkan pekerjaan di tempat

lain. Maka dari itu, perlu adanya penegakan hukum guna menjamin

ebab aturan
ukum yang

menjalankan

penulisan ini sesuai berme sesuai yang ¢ pkan maka penulis

memberikan ia an te d C dul penelitian ini,

menjadi tertahan atau terhambat.
Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 tahun 2014

Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa “ljazah adalah suatu dokumen pengakuan

34pasal 38 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM
%RJoni Bambang, Hukum Ketenagakerjaan(Bandung: Pustaka Setia, 2013), him 56
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terhadap prestasi belajar atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi yang

diselenggarakan oleh perguruan tinggi.”3®

Pekerja adalah seseorang yang melakukan pekerjaan untuk menghasilkan

dunia).”?¥

36«peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2014
tentang ljazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi, Pasal 1 ayat (1)”.
37“Undang-undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Pasal 1 ayat (1)”.
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F. Metode Penelitian

Gambaran umum mengenai pokok permasalahan dan focus penelitian dapat

diketahui dengan melakukan beberapa tahapan dalam metode penelitian,

diantaranya:

nsip hukum,

dengan cara
ara langsung untuk

alam. Biasanya,

perlukan secara terbatas. Data primer tersebut diperoleh dengan
melakukan wawancara dan kuesioner kepada narasumber atau

responden.®

38 Susanti, D.O, dan Efendi A. “Penelitian Hukum (Legal Research) ”. (Jakarta: Sinar Grafika,
2015), him. 3.
3Syafrinaldi, “Buku Panduan”, UIR PRESS, Pekanbaru, 2017.
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b. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang tujuannya guna

menguraikan data-data, memahami konsep dan berbagai pendapat,

yang selanjutnya dianalisis secara mendalam.

No. Populasi Responden Presentasi
1. | HRD PT. Garuda Ekspress Nusantara 1 100%
2. | Pekerja PT.GarudaEkspress Nusantara 10 100%

Jumlah 11 100 %

Sumber data: Data Olahan Tahun 2020
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4. Data dan Sumber data.
Data penelitian bersumber dari:

(1) Data Primer yaitu berbagai bahan hukum dari sumber utamanya, seperi

yang memiliki

nder terdiri dari

kabar.
5. Alat Pengumpul Data
Terdapat beberapa metode yang digunakan untuk mendapatkan data

penelitian, diantaranya:

40 Nasution, “Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar & Mengajar ”, Bumi Aksara, Jakarta,
2008.
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1) Kuesioner adalah alat untuk mengumpulkan data, yang sebelumnya
peneliti akan membuat beberapa pertanyaan yang selanjutnya

disebarkan kepada responden untuk dijawab. Responden penelitian ini

secara tatap

r PT.Garuda

6. Anal

i dahulu penulis
ah. Selanjutnya

yang dikaitkan

mengambil kesimpulan dari aturan umum atau pendapat yang mengarah pada
pendapat tertentu. Penulis berusaha untuk mengumpulkan data yang
kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan berkenaan
dengan penelitian ini adalah keadaan dan gejala hukum yang terdapat dalam
Tinjauan tentang Penahanan ljazah Pekerja oleh Pengusaha pada PT.Garuda

Ekspress Nusantara sebagai Jaminan Kerja.
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BAB 11

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum tentang Penahanan ljazah Pekerja Sebagai Jaminan Kerja

Berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan, sebetulnya tidak ada
ketentuan yang menyatakan adanya kewajiban para pekerja untuk
menyerahkan ijazah kepada pihak perusahaan. Adapun dalih yang dijadikan
alasan untuk penahanan ijazah ini yaitu sebagai jaminan kontrak kerja antara
pihak pekerja dengan perusahaan. Benda jaminan merupakan sesuatu yang

bersifat kebendaan, bernilai ekonomis dan dapat dialihkan. Namun, ijazah
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tidak memiliki karakteristik tersebut, dimana tidak dapat dibendakan, tidak
bernilai ekonomis dan tidak dapat dialihkan. Adapun realita yang ada

dilapangan menunjukkan bahwa adanya fenomena pihak perusahaan

ah oleh f Iﬂ aan diharapkan
\) &

hukum menilai bahwa praktik gal dan tidak menyalahi aturan hukum
selama perjanjian tersebut sama-sama disepakati oleh kedua pihak, dan

dituliskan dalam perjanjian kerja. Hal ini sesuai dengan KUUHP.

41 https://lemployers.glints.id/resources/sanksi-perusahaan-yang-menahan-ijazah-
karyawan/#:~:text=Penahanan%20ijazah%20merupakan%20praktik%20yang,tidak%?20berhenti%
20di%20tengah%?20jalan. Diakses pada tanggal, 26 Februari 2022, pukul 10.44
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Dalam Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian yang secara sah disepakati

oleh setiap pihak yang terlibat, maka dimata hukum para pihak tersebut

memiliki kewajiban untuk memenuhi isi perjanjian tersebut.

perjanjian terkait penahanan ijazah.

Dalam pembuatan perjanjian mengenai penahanan ijazah tidak boleh
dilakukan atas dasar paksaan sebab di perusahaan pengusaha memiliki

kedudukan lebih tinggi dibandingkan pekerja.*?

42https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-menyepakati-penahanan-ijazah-dalam-
perjanjian-kerja--1t603df84f452f1di akses pada tanggal 12 maret 2022, pukul 12.41
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Apabila penahanan ijazah tersebut digunakan sebagai jaminan supaya
para pekerja bekerja sesuai dengan kontrak yang telah disepakati, maka dalam

perjanjian juga disebutkan hal-hal yang menjadi kewajiban perusahaan. Hal

dilandaskan asas

uat beberapa

hilang selama waktu penahanan ijazah tersebut.

Unsur-unsur ljazah sebagai Jaminan Kerja

ljazah merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Lembaga
pendidikan sebagai bukti bahwa individu telah menyelesaikan pendidikan di
jenjang pendidikan tertentu. ljazah diperoleh dari jenjang PAUD, TK, SD,
SMP, SMA, hingga perguruan tinggi yang menjadi tanda kelulusan bahwa

individu telah menyelesaikan pendidikannya dan dinilai telah memahami
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B. Tinjauan

ilmu-ilmu yang telah diajarkan.®* ljazah sangat berguna untuk seseorang

dalam mencari pekerjaan. Kebanyakan pengusaha atau pemberi kerja selalu

mensyaratkan lampiran ijazah asli pada saat melamar pekerjaan sebagai bukti

1. Perj

a)

antara dua orang atau lebih, yang kekuatan hak pada suatu pihak untuk
memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk

menunaikan prestasi.”*

Bhttp://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-ijazah/ diakses pada tanggal 11 februari
2022 pukul 15.08

44 http://aishkhuw.blogspot.co.id/2010/05/ijazah-sebagai-jaminan- kontrak-kerja.html?m=1
diakses pada tanggal 11 februari 2022 pukul 15.08”

4M.Y. Harahap, “Segi-segi Hukum Perjanjian, (Bandung,Alumni,1986)
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Subekti menjelaskan bahwasannya perjanjian merupakan

perikatan yang dilakukan antara dua pihak yang saling berjanji dan

mengikatkan diri untuk melakukan suatu hal. Berlandaskan perjanjian

tersebutdilakukan secara sukarela dari Pihak-Pihak yang
berikatan, tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun (Pasal
1321, 1322, 1328 KUHP).

“Tidak dikatakan Paksaan apabila orang yang melakukan

perbuatan itu tidak berada dibawah ancaman, baik rohani maupun

4Djumadi, “perjanjian kerja”, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2004) ,h.13.
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jasmani, apalagi dengan cara menakut-nakuti, misalnya dengan

membuka rahasia sehingga terpaksa menyetujui perjanjian

tersebut” (Pasal 1324 KUHP).

orang cakap
erwalian. Pada
elah berusia lebih
yang boleh

ah dewasa dan

Sebab halal merupakan isi perjanjian harus memenuhi
ketentuan hukum dan tidak melanggar nilai agama maupun sosial
yang berlaku. Adapun kaitannya dengan penahanan ijazah,
adanya sebab ketidakhalalan yaitu adanya unsur yang

bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, sehingga
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perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan sebab adanya
pelanggaran HAM.

Empat syarat yang telah disebutkan di atas, maka dapat

<&
=
e

u “tiada suatu
erikan karena

enipuan”. Pasal

WY

yang dilakukan

persetujuan

- ‘;‘"\\

o
S,
a
py
=3
)
<
)
S
«Q
—
=
)
=

-
2
-

c) Unsur-unsur Pe

Muhammad menyatakan bahwa perjanjian termuat beberapa unsur,

diantaranya:

Adanya pihak pembuat perjanjian;

Para pihak menyetujui isi perjanjian;

Tujuan yang hendak diwujudkan dinyatakan secara jelas;
Adanya kesepakatan antara kedua pihak untuk saling
mengikatkan diri;

oo o

4’M. Fuady, “konsep hukum perdata” (Jakarta:Rajawali pers,2014) h.186
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e. Pihak pembuat perjanjian memiki kecakapan untuk mengadakan
perjanjian*®

d) Asas-asas Perjanjian

ukum perjanjian dalam Perdata diantaranya:

emiliki  kebebasan

HPerdata;
(2) Tidak dengan ketetapan perundang-
undangan;

(3) Mengikuti kebiasaan umum;

(4) Pelaksanaannya didasarkan pada unsur itikad baik.*

48 K. Muhammad, “Hukum Perikatan ” (Bandung:Alumni,1982),h..78.
49 Munir fuady , Loc.cit, h. 181
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2) Asas konsensualisme

Asas ini merupakan keabsahan perjanjian yang mengikat

jika terjadinya kesepakatan antara pihak yang mengadakan

m atasnya,

esual ini telah

sebutkan dalam

WY

tertulis.*®

AN

asing pihak yang

Asas ini berkaitan dengan mengikatnya suatu perjanjian.
Dalam hal ini, keabsahan perjanjian bersifat mengikat dan
perjanjian yang telah dibuat tersebut dijadikan sebagai undang-

undang.

*0 1bid .h.182-183
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Asas pacta sunt servanda merupakan perjanjian yang
mengikat. Asas ini memiliki perbedaan dengan asas kebebasan

berkontrak, dimana dalam asas kebebasan berkontrak para pihak

akan perjajia g telah dituliskan dan

S ) JESES N %‘
5
el

angkan asas

membuat

tentang Ketenagakerjaan

Definisi Perjanjian Kerja

Sebagaimana yang dicantumkan dalam UU No. 13tahun 2003

tentang ketenagakerjaan disebutkan bahwasannya “perjanjian kerja

>2A. Q.S. Meliala, “Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya ”, (Yogyakarta :
Liberty, 1985), h.20
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adalah perjanjian antara pekerjaatau buruh dengan pengusaha atau
pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para
pihak”. Perjanjian Kkerja bersifat umum yang berkaitan dengan

perjanjian ya eh penguse N ekerja terkait hak dan

an 53

pada Bab 1X
No0.13 Tahun

asar keabsahan

Undang Ketenagakerjaan yaitu: “tidak boleh bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku”, dalam hal ini isi

>3Ahmad Rizki Sridadi, “Pedoman Perjanjian Kerja Bersama ”,(Malang:Empatdua Media, 2016)
h.20.
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perjanjian kerja yang dibuat harus lebih di atas dari peraturan

perundang-undangan yang ada.

C.

g Q ‘ perlindungan hukum yang lebih baik,
|Wae

namun melihat kono ang seringkali membuat perjanjian
kerja secara lisan”.

Pasal 54 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
menyebutkan: Perjanjian Kerjasecara tertulis minimal harus memuat
beberapa hal berikut:

1) “Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;

2) Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;
3) Jabatan atau jenis pekerjaan;
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4) Tempat pekerjaan;

5) Besarnya upah dan cara pembayarannya;

6) Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha
dan pekerja/buruh;

7) Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;

8) Tempat.dan tanggal perjanjian kerjasdibuat; dan

3) Adanya putusan pengadilan dan atau putusan atau penetapan
lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yangtelah

mempunyai kekuatan hukum tetap; atau

>M.Hadi Subhan, “Hukum Kepailitan prinsip Norma dan Praktek diperadilan™, (jakarta, kencana,
2008),h.53
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4) Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam
perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja

bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja”.

perburuhan, akan tetapi antara anya mempunyai artian yang tidak sama
secara subtansial. Beberapa ahli hukum berpendapat tentang hukum
perburuhan, sebagai berikut:

a. Molenaar menyatakan bahwasannya hokum perburuan adalah bagian

hukum yang mengatur hubungan antara pengusaha dengan pekerja,

pekerja dengan pekerja, dan pekerja dengan penguasa.
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b. Van Esveld menyatakan bahwasannya hokum perburuan adalah hukum

terkait hubungan kerja, dalam hal ini pelaksanaan pekerjaan di bawah

komando satu pimpinan yang mencakup pekerjaan para pekerja.

mencakup peraturan yang lebih luas, yaitu berkaitan dengan hukum hubungan
kerja sebelum, selama, dan setelah hubungan kerja.>®
Dalam Pasal 1 (1) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

disebutkan bahwa “Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan

5SendjunH.Manulang, “Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia”, PT. Rineka Cipta,
Jakarta, 1988, h. 16.

%6 Lalu Husni, “Hukum Ketenagakerjaan Indonesia”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010,
h.63.
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dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja”.
Dari penjelasan tersebut, selanjutnya Husni mengungkapkan pendapatnya

bahwa Hukum Ketenagakerjaan merupakan keseluruhan aturan hukum

sendiri maupun untuk

Lahirnya undang-undang Hukum Ketenagakerjaan melalui beberapa
fase peradaban di Indonesia, terutama pada abad 120 jauh sebelum Masehi,

yang diberlakukannya bentuk gotong royong, yang merupakan sebuah

1bid, h. 35.
*8SendjunH.Manulang, Op. Cit. H. 2.

45



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

gerakan penghimpunan tenaga kerja dengan tujuan guna mengisi bagian kerja

didaerah lain dan tidak ada istilah imbalan atas pekerjaan tersebut.

Sumber hukum dikategorike enjadi 2 yakni: secara materiil dan
formil. Hukum ketenagakerjaan merupakan sumber hukum formil, adapun
sumber hukum materiil yaitu Pancasila. Sumber hukum ketenagakerjaan

meliputi:

>SudiknoMertokusumo, “Mengenal Hukum Sebagai Suatu Pengantar”, Liberty, Jogjakarta, 1999,

h. 76.
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a. Perundang-undangan

Perundang-undangan tentang ketenagakerjaan terus berubah

mengikuti perubahan zaman. Hal ini ditunjukkan dengan adanya

1957

tentang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan

Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta (Lembaran Negara
Tahun 1964 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2686)

4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan

Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4456)”.

b. Peraturan lain

estinya”.

n yang memuat

Kebiasaan ialah tindakan individu yang dilakukan secara
berulang-ulang, dapat diterima masyarakat dan tidak bertentangan
dengan aturan hukum. Sumber utama dari hukum kebiasaan adalah
norma dan nilai-nilai sosial. Norma sosial di masyarakat meliputi

norma agama, kesusilaan, dan kesopanan.

€0 Zainal asikindkk, “Dasar-Dasar Hukum Perburuhan”, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1993
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Soepomo menyampaikan bahwa faktor yang menyebabkan
berkembangnya hukum kebiasaan yaitu:

1) Pembuatan peraturan perundang-undangan mengenai

india Belanda

negara lain.®

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) di tingkat
pusat atau daerah dapat menggunakan putusan sebagai dasar untuk
menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan terutama bagi Lembaga
PPHI yang bersifat mengikat oleh Pengadilan Negeri di setiap daerah

(UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI).

61 Iman Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Djambatan, Jakarta, 2003, h. 11.
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D. Tinjauan Umum Tentang PT.GarudaEkspress Nusantara (J&T)

1. Sejarah PT.GarudaEkspress Nusantara

J&T Express pertama kali didirikan pada 20 Agustus 2015 di Jakarta

informasi E-tracking, informasi melalui SMS secara otomatis saat mulai
dilakukan pengiriman, adapun informasi yang disertakannya yaitu status dan
nomor resi.

Pelayanan jasa express dapat memudahkan pelanggan yang memesan
produk secara online dapat diterimanya dengan cepat melalui jasa kurir

express. Hal tersebut merupakan alasan dirinya J&T Express di Indonesia.
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Dalam pelaksanaan pengiriman, J&T Express menerapkan sistem teknologi
guna melayani pelanggan secara mudah, cepat dan nyaman. Dalam

penginputan datanya juga secara otomatis saat mulai mengirimkan paket.

aka ikan pelanggan untuk

S“Vyunpeatt 'o@‘

S berkembang

en PT.Garuda

’ Admin Operatlonaw

Staff Akuntansi
dan Keuangan
A 4
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Munculnya J&T Express di Indonesia dijadikan sebagai perubahan
dalam jasa pengiriman ekspres di Indonesia. Sedangkan perkembangan bisnis

perusahaan lain umumnya secara bertahap, dimana J&T Express telah

perfokus pada
asnya melalui
tempat untuk

dari Direktorat

.ﬁ nggam, detektor logam untuk
dilalui orang, ruang ‘ as, CCTV, segel keamanan dan
petugas yang memiliki kehandalan dalam bidang pekerjaannya.

Perusahaan ini juga telah berekspansi, dengan menghadirkan layanan
J&T Express di Thailand, yang pengoperasiannya menggunakan system kerja
di Indonesia, seperti call center 24 jam, pemesanan dan pemantauan di

aplikasi tanpa batasan, dan jangkauan layanannya yang luas.
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Hasil riset yang dilakukan oleh Warta Ekonomi menunjukkan
bahwal&T Express telah memenuhi kriteria penilaian terkait inovasi digital

yang telah diterapkan selama satu tahun belakangan ini. Inovasi digital ini

kurang mampu”.

Adapun misi J&T yaitu “menyediakan jasa titipan atau angkutan ke
seluruh  indonesia yang  mengutamakan  kepuasan  pelanggan,
menyelenggarakan suau kegiatan usaha yang dapat menciptakan iklim kerja
kondusif untuk komunitas perusahaan sehingga diharapkan dapat

berkontribusi dengan maksimal demi pertumbuhan dan juga kelangsungan
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hidup perusahaan, menjalankan suatu bisnis cargo dengan manajemen resiko
secara etikal agar dapat memaksimalkan nilai pemegang saham, turut serta

mengembangkan ekonomi nasional, semangat dalam bekerja dan berusaha,

I pemerintah
masyarakat,
dengan cara

gga ke pelosok
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BAB Il

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Pelaksanaan Penahanan ljazah Pekerja oleh Pengusaha pada

J No 13/2003

\

s

pasal 1320

epakatan atau

ori-teori yang

pabila kedua pihak

sS4 3 =) %

Q)
"3&“
QD
>
o]
QD
£
(@]
=
=
o
QD
5

s

Ekspress Nusantara yang dalam penerimaan pekerja disyaratkan untuk
menyerahkan ijazah sebagai jaminan kerja secara tertulis dalam perjanjian

yang dibuat.
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Pada prinsipnya tidak semuabenda jaminan boleh dapat dijadikan

jaminan, akan tetapi benda sebagai jaminan harus memenuhi persyaratan

berikut:®?

bukanlah suatu benda yang bia an kepemilikannya dan tidak bernilai
ekonomis. Adapun yang terjadi di dunia kerja, ijazah dijadikan sebagai syarat

terlampir. Nyatanya sekarang ini banyak perusahaan yang memberlakukan

62Salim, 2011, “Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia” PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta,
hal. 24
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penahanan ijazah milik pekerja untuk dijadikan sebagai jaminan kontrak

kerja.

dan proses pengembalian ijaza sebut, beliau menjelaskan bahwa sebelum
terjadi hubungan kerja antara pekerja dengan PT.Garuda Ekspress Nusantara
membuat perjanjian kerja secara tertulis, dan apakah perjanjian kerja antar
pekerja dengan pengusaha dibuat dengan kesepakatan bersama, beliau

menjelaskan Pihak Pertama (pengusaha) membuat perjanjian kerja dengan

&Wawancara dengan Direktur PT.GarudaEkspress Nusantara, Hari Kamis, 20 Januari 2022,
bertempat dikantor J&T Express Kota Pekanbaru
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Pihak Kedua (pekerja). Setelah perjanjian kerja dibuat, Pihak Pertama

memberikan perjanjian kerja kepada Pihak Kedua, setelah pihak kedua

menyetujui maka dianggap pihak kedua telah menyetujui perjanjian kerja.

“ perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan.”

64 Salim Hs, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 2004,
him 4.
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Pembuatan perjanjian kerja dapat dilakukan secara tertulis atau lisan,

akan tetapi perjanjian lebih baik dilakukan secara tertulis yang dapat

dijadikan bukti nyata untuk mendapatkan jaminan secara hukum.

i.

j.

k.

I.  Tempat pekerjaan

m. Besarnya upah dan cara pembayarannya

n. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan
pekerja

0. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja

p. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat, dan tanda tangan para pihak

dalam perjanjian kerja”.

65“UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 54
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Berlandaskan pada pasal 56 Ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 mengenai

ketenagakerjaan disebutkan bahwa “Jenis perjanjian kerja terdiri atas

perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan perjanjian kerja waktu tidak

mengatur

a dan alamat

Jika perusahaan memutuskan untuk menetapkan pekerja dalam masa
percobaan sebagai pekerja tetap, maka perusahaan wajib memperbaharui
perjanjian kerja pekerja tersebut menjadi pekerja tetap. Namun harus
diperhatikan bahwa masa percobaan yang demikian bukanlah syarat wajib.

Dalam aturan perundang-undangan disebut “dapat mensyaratkan” artinya
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perusahaan dapat langsung membuat PKWTT dengan pekerjanya tanpa
melalui masa percobaan tersebut.

Maksudnya adalah bahwasanya suatu perjanjian kerja haruslah dibuat

mengetahui perjanjian kerja dibuat secara tertulis. Sedangkan ada beberapa

pekerja yang dianggap tidak memahami isi kontrak kerja.

Penulis juga menanyakan kepada Direktur PT.Garuda Ekspress

Nusantara,®® apakah perusahaan memberikan jaminan tenaga kerja kepada

e\Wawancara dengan Direktur PT.GarudaEkspress Nusantara, Hari Kamis, 20 Januari 2022,
bertempat dikantor J&T Express Kota Pekanbaru
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pekerja, beliau menjelaskan didalam perjanjian kerja PT.Garuda Ekspress
Nusantara dalam Pasal 7. Pasal 7 ayat 3 menjelaskan bahwa “Pihak Kedua

akan dijaminkan kepada program Jaminan Sosial Tenaga Kerja”. Dan Pasal

t
I
-

[ 4

| 7

A

I
()

bahwa banyak pekerja ya mendapatkan jaminan kesehatan.

Sedangkan ada beberapa 4 pekerja yang belum mendapatkan jaminan

kesehatan.
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Tabel 3.3
Tanggapan Pekerja PT.Garuda Ekspress Nusantara Tentang Jaminan
Kecelakaan Kerja Pekerja

No. Jawaban Responden Jumlah Presentasi
1. 50%
2.
Sumber Data: Dal

orang pekerja

eh PT.Garuda

Ketenagakerjaan “setiap >mpunyai hak untuk memperoleh

perlindungan :

1) Keselamatan dan kesehatan kerja
2) Moral dan kesusilaan

3) Perlakuan yang sesuai harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai.”
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Adapun bentuk tanggung jawab yang dilakukan PT.Garuda Ekspress

Nusantara adalah sebagai berikut :

1) Hubungan .hukum antara pekerja dengan PT.Garuda Ekspress

Pengertian jaminan tenaga kerja dapat diartikan secara luas dan sempit.
Dalam pengertiannya yang luas jaminan ini meliputi berbagai usaha
yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah. Usaha-usaha
tersebut oleh Kartonegoro dikelompokkan menjadi sebagai berikut :

a) Usaha-usaha yang berupa pencegahan dan pengembangan, yaitu

usaha-usaha dibidang kesehatan, keagamaan, pendidikan bantuan
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hukum, dan lain-lain yang dapat dikelompokkan dalam pelayanan

sosial (Social Service).

b) Usaha-usaha yang berupa pemulihan dan penyembuhan, seperti

Nusantara, sesuai dengan surat Perjajian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT).

Berdasarkan usaha-usaha diatas maka secara luas pengertian jaminan
sosial tenaga kerja dapat dijumpai dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun

1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok jaminan sosial, Pasal 2 ayat (4)

é7\WWawancara dengan Direktur PT.GarudaEkspress Nusantara, Hari Kamis, 20 Januari 2022,
bertempat dikantor J&T Express Kota Pekanbaru
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berbunyi : “Dan sosial sebagai perwujudan sekuritas sosial adalah seluruh
sistem sosial perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan sosial bagi warga

negara Yyang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau dekat guan

Nty

R\

kerja dan

b=\ Y

jaminan sosial

yang diberikan

AvANN

seorang/individu

dan

undang No. 3 Tahun 1992, yaitu : Suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam
bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan

yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau

68 Ridwan Marpaung, Kamus Populer Pekerja Sosial, 1988, hal. 36
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keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit,

bersalin, hari tua dan meninggal dunia.

nagal 5 proyek-proyek

Nusantara dengan diikutkannya tenaga kerja sebagai peserta Jamsostek yang
menjadi kewajiban dari perusahaan akan memberikan perlindungan kepada

pekerja, mengingat lemahnya posisi pekerja terus diperhatikan dan tidak di

9 Y.W. Sunindhia dan Ninik Widiyanti, ManagemenTenega Kerja, Bima Aksara Jakarta, 1987,

hal. 92

"Wawacara dengan Muhammad Fadhly , pekerja PT.GarudaEkspress Nusantara, Hari Kamis,
20Januari,2022, bertempat di kantor J&T Express Kota Pekanbaru

67



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

deskriminasi. Menurut penulis, dari bentuk tanggung jawab yang telah
diberikan oleh PT.Garuda Ekspress Nusantara masih ada hal-hal yang belum

terpenuhi seperti upah dan kontrak kerja yang telah melewati batas,

Tanggapan Pe : \ entang Syarat Bekerja
Pekerja

No. Presentasi
1. |lya 100%
2. | Tidak 0%
Jumlah 100%

Sumber data: Data Olahan Tahun 2020

Dari tabel 3.4 diatas dapat dilihat bahwa 100% atau 10 orang pekerja

mengatakan bahwa adanya syarat penahanan ijazah pekerja sebagai jaminan

"IWawancara dengan Direktur PT.GarudaEkspress Nusantara, Hari Kamis, 20 Januari 2022,
bertempat dikantor J&T Express Kota Pekanbaru
2\WWawancara dengan Direktur PT.GarudaEkspress Nusantara, Hari Kamis, 20 Januari 2022,
bertempat dikantor J&T Express Kota Pekanbaru
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kerja mereka oleh PT.Garuda Ekspress Nusantara. Dari penjelasan diatas

dapat disimpulkan bahwa semua pekerja tau adanya syarat penahanan ijazah

pekerja sebagai jaminan kerja mereka.

eh perusahaan
ni difungsikan

tuntutan yang

perusahaan tidakmemiliki kebebasan untuk keluar ataumengundurkan diri

dari perusahaan untukmelamar kerja diperusahaan lain.

Adapun salah satu alasan dan tujuan perusahaan tersebut telat
mengembalikan ijazah ialah untuk meminimalisirkanresiko dari kebiasaan
bekerja pada perusahaan PT.Garuda Ekspress Nusantara supaya pekerja tidak

menimbulkan kerugian pada perusahaan tersebut.

69



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Kemudian perusahaan harus memenuhi hak-hak para pekerja yang
salah satunya adalah gaji tetap, upah lembur, jaminan kecelakaan kerja, dan

lainnya. Maka dari itu, setelah terpenuhi hak-hak para pekerja tersebut pada

antumkan apabila

erja di PT.Garuda

BPJS.”7

Berdasarkan wawancara diatas dengan pekerja di PT.Garuda Ekspress

Nusantara mengatakan bahwa penahann ijazah tersebut memenuhi jaminan

3Wawacara dengan Ade Vebrinaldi , pekerja PT.GarudaEkspress Nusantara, Hari Kamis,
20Januari,2022, bertempat di kantor PT.GarudaEkspress Nusantara

""Wawacara dengan Muhammad Fadhly , pekerja PT.GarudaEkspress Nusantara, Hari Kamis,

20Januari, 2022, bertempat di kantor PT.GarudaEkspress Nusantara
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kerja untuk pekerja. Dimana pekerja diberikan jaminan kecelakaan kerja dan
kesehatan kerja berupa program jamsostek, kemudian beberapa pekerja telah

menggunakan jaminan tersebut seperti biaya Swab PCR, Antigen yang

pekerja menjawab mengetahu ang penahanan ijazah pekerja sebagai
jaminan kerja. Dari penjelasan tersebut dapat di simpulkan bahwa seluruh
pekerja di PT.Garuda Ekspress Nusantara mengetahui Penahanan ljazah

pekerja sebagai Jaminan Kerja.
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Tabel 3.6
Tanggapan Pekerja PT.Garuda Ekspress Nusantara Mengetahui Tentang
Hak-Hak dan Kewajiban Menurut Undang-undang Yang Seharusnya
Diterima Oleh Pekerja

Presentasi

W

”J’

Pasal 11 yang berbunyi “setiap tenaga kerja berhak memperoleh
dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan potensi kerja sesuali
dengan bakat, minat, dan kemampuanya melalui pelatihan kerja”. Pasal 61
ayat (5) yang berbunyi “dalam hal pekerja meninggal dunia, ahli waris
pekerja berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku yang telah diatur dalam perjanjian kerjabersama”.
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Pasal 86 Ayat (1) setiap pekera mempunyai hak untuk memperoleh
perlindungan atas keselamatan dan Kesehatan kerja, moral kesusialaan, dan

perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai

entang_pen 88 Ayat (1) “setiap

d .m,!)“‘ .90 idupan yang

Penyelesaian terhadap Penahanan ljazah Pekerja oleh Pengusaha pada

PT.Garuda Ekspress Nusantara sebagai Jaminan Kerja

PT.Garuda Ekspress Nusantara sebagai perseroan terbatas yang bergerak

dibidang Cargo atau Ekspedisi barang dengan penahanan ijazah pekerja, namun

dalam hal ini seringkali terjadi hambatan-hambatan yang menjadi faktor tidak dapat
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terlaksanakannya proses pemenuhan kesejahteraan untuk pekerja dengan baik.
Penulis juga menanyakan kepada Direktur PT.Garuda Ekspress Nusantara’™.

Apakah perusahaan memberikan pesangon apabila pekerja diberhentikan, belliau

. Pertanggungjawaban perusahaé a ijazah mengalami kerusakan atau

musnabh.

SWawancara dengan Direktur PT.GarudaEkspress Nusantara, Hari Kamis, 20 Januari 2022,
bertempat dikantor J&T Express Kota Pekanbaru
"\WWawancara dengan Direktur PT.GarudaEkspress Nusantara, Hari Kamis, 20 Januari 2022,
bertempat dikantor J&T Express Kota Pekanbaru
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Poin-poin di atas penting sekali diatur untuk melindungi pekerja yang
bersangkutan jika ijazah yang ditahan tersebut hilang/rusak. Jika perjanjian kerja

memuat klausul mengenai pertanggungjawaban perusahaan dalam hal ijazah

mengalami keru al i maka pekerja yang
bersan a j an sesuai
dengan gﬁpﬁzﬂ'@q
) (7
Tangga ui Tentang
a
No. T - resentasi
1. | Per & | | 80%
2. | Tid h 2 5 § = 20%
lah 100%
Sumber data: hun
. p 1 .
Dari ta &bﬁ;qcmatm 2 orang pekerja
mengatakan ba kan ijazah pekerja
oleh PT.Garuda - 8 orang mengatakan
pernah mendapatkan a azah pekerja mereka oleh
PT.Garuda Ekspress Nusantara. an diatas dapat disimpulkan bahwa

banyak pekerja yang selalu menerima keterlambatan pengembalian ijazah pekerja
yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Sedangkan ada beberapa

pekerja mendapatkanpengembalian ijazah pekerja tepat waktu.

Selain itu, jika dalam perjanjian kerja diatur bahwa perusahaan akan

mengembalikan ijazah tersebut saat hubungan kerja berakhir, tetapi perusahaan
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yang bersangkutan tidak mengembalikan ijazah tersebut pada waktu yang
disepakati karena hilang, pekerja yang bersangkutan dapat menggugat perusahaan

atas dasar wanprestasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata.

anggungjawaban perdata kepada
perusahaan/atasan yang mempekerjakan supervisor yang bersangkutan,

sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 KUH Perdata:

“Seseorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan
perbuatannya sendiri, melainkan juga untuk kerugian yang disebabkan
perbuatannya orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh

barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”.
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Penulis juga menanyakan kepada Direktur PT.Garuda Ekspress Nusantara,””
apakah perusahaan memberikan upah lembur, tungan hari raya dan izin cuti kepada

pekerja, beliau menjelaskan ada, memberikan upah di hari besar seperti upah

Sumber data:

Dari orang pekerja
mengatakan Unj Ay aruda ‘; Nusantara. Dari
penjelasan diatas dz imou 1) nendapatkan Tunjagan
Hari Raya.

Tanggapan Pekerja a Tentang Upah Lembur
No. Jawaban Responden Jumlah Presentasi
1. | Diberikan 8 80%
2. | Tidak Berikan 0 0%
3 Diberikan tapi tidak 9 20%
sepenuhnya
Jumlah 10 100%

Wawancara dengan Direktur PT.GarudaEkspress Nusantara, Hari Kamis, 20 Januari 2022,
bertempat dikantor J&T Express Kota Pekanbaru
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Sumber data: Data Olahan Tahun 2020

Dari tabel 3.9 diatas dapat dilihat bahwa 80% atau 8 orang pekerja

mengatakan bahwa upah lembur oleh PT.Garuda Ekspress Nusantara yaitu

5| -.‘I“‘I\ ‘
SN

Sedangkan 50% atau 5 orang akan Tidak diberikan izin cuti Raya
olenPT.Garuda Ekspress Nusantara. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan
bahwa sebagian pekerja mendapatkan izin cuti. Sedangkan sebagian pekerja tidak

mendapatkan izin cuti.
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Selanjutnya penulis juga menanyakan kepada Direktur PT.Garuda Ekspress
Nusantara’. Bagaimana perusahaan menghadapi hambatan-hambatan tersebut,

beliau menjelaskan kepada pekerja tentang perusahaan, dari upah tetap dan tidak

uatu upaya
dan solu awap perusahaan
terhadap p
1.
at ditempatkan
a muda, namun
kut kebutuhan,
2.

regulasi yang lebih baik mengenai aturan yang harus dijalankan dalam
hubungan perjanjian kerja waktu tidak tertentu dengan calon pekerja
perjanjian PKWTT, yang diperjelas secara umum dalam perjanjian yang kerja

bersama (PKB)

BWawancara dengan Direktur PT.GarudaEkspress Nusantara, Hari Kamis, 20 Januari 2022,
bertempat dikantor J&T Express Kota Pekanbaru
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3.

Berakhirnya Perjanjian Pekerja
a. Apabila dalam waktu tidak tertentu, pekerja sudah tidak produktif

dikarenakan buruknya kedisiplinan pekerja dan perilaku buruk pekerja

ahaan, -m ersebut tidak akan

innpaRY® 'o..
-' ontrak /rmiengundurk ’5%’

dadak tanpa

: ‘iﬂ' m an, hamun apabila

4. Tentang status pekerja yang dapat dipromosikan menjadi pekerja tetap. Hal

itu berdasarkan proses dan tahapan yang dilalui, yakni berdasarkan prestasi

kerja, masa kerja, dan kebutuhan perusahaan.
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Penulis juga menanyakan kepada Direktur PT.Garuda Ekspress Nusantara’.
Apa yang dilakukan perusahaan jika pekerja menuntut hak-hak yang tidak

diberikan sesuai dengan yang diperjanjikan, beliau menjawab apabila hak-hak tidak

menjalankan pe a, apabils : a ajiban maka akan

menimbulk a terjo a ketidakadila an pekerja sangat

rentan terhadap-diskrin a ketidakadilan, isnya hak pekerja

haruslah di

Wawancara dengan Direktur PT.GarudaEkspress Nusantara, Hari Kamis, 20 Januari 2022,
bertempat dikantor J&T Express Kota Pekanbaru
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

yang mengandung klausul menahan ijazah diperbolehkan sesuai
dengan syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu
kesepakatan para pihak.

2. Bentuk perlindungan hukum bagi pekerja yaitu perlindungan hukum
preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif dapat diupayakan

dengan pembuatan perjanjian kerja yang sesuai dengan ketentuan
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perundang — undangan yang mengatur secara jelas mengenai apa yang

diperjanjikan serta tidak melanggar apa yang diperjanjikan, termasuk

klausul mengenai pengembalian ijazah kepada pekerja apabila

menanggung kerugian. Perjanjian kerja haruslah disesuaikan nilai-
nilainya dengan peraturan perusahaan, karena peraturan perusahaan
adalah pedoman syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.
Penjaminan keamanan ijazah yang betul-betul aman sehingga pekerja
tidak khawatir, kemudian proses pengembalian ijazah yang cepat agar

tidak menghambat karir mantan pekerja serta ganti rugi ijazah yang

83



hilang dengan nominal dan atau pelayanan penduplikasian yang layak
serta tidak memberatkan pekerja selaku pihak dirugikan.

2. Kepada calon pekerja kedepannya agar lebih membaca keseluruhan dan
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